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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 1487/Pdt.G/2024/PA.Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang

dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai

gugat antara:  

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx

xxxxxxx,  tempat  kediaman  di  xxxxx  xxxxxxx  xx  xxx  xx,

xxxxxxxxx,  xxxxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxxx,  Jawa  Tengah,

dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ahmad Anshori, S.H.

dan  Rekan. Advokat/  Penasehat  Hukum  pada  Kantor

Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jl Masjid Dukuh,

Sidorejo  RT  08  RW  05,  Desa  Gentong,  Kecamatan  Paron,

Kabupaten Ngawi, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal  13  November  2024,  selanjutnya  disebut  sebagai

Penggugat; 

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx,

tempat  kediaman  di  KABUPATEN  WONOGIRI,  JAWA

TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2024

telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar melalui Aplikasi E court di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Wonogiri,  dengan  Nomor

1487/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami-isteri  sah,  yang

melangsungkan pernikahan pada hari  Kamis tanggal  19 Juni  2008 yang

dicatatkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)

Kecamatan  xxxxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxxx  sebagaimana  Kutipan  Akta

Nikah  Nomor  :  234/62/VI/2008  tertanggal  19  Juni  2008,  Pada  saat

melangsungkan pernikahan Penggugat bersetatus Perawan dan Tergugat

berstatus Jejaka. 

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat

tinggal di rumah Tergugat bertempat tinggal di: Dusun Ngandong RT. 003

RW.  011.  Desa  xxxxxxxxx,  Kecamatan  xxxxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxxx

kurang lebih selama 12 (dua belas) tahun. 

3. Bahwa  setelah  menikah  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah

merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah melakukan

hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua)

anak yang Bernama:   

3.1. Enjelina  Rahmawati  Binti  Tri  Wahyudi,  Perempuan,  Lahir  di

Wonogiri, 28 Agustus 2009, Sekarang ikut Penggugat. 

3.2. Elen Vilona Sari Binti Tri Wahyudi, Perempuan, Lahir di Wonogiri,

15 Desember 2017, Sekarang ikut Penggugat. 

4. Bahwa pada  mulanya  rumah tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat

berjalan  rukun  dan  harmonis,  namun  sekitar  pada  Oktober  tahun  2019

rumah  tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  mulai  goyah  dan  terjadi

perselisihan dan percekcokan yang disebabkan antara lain:   

4.1. Tergugat tidak mau tanggung jawab kepada Penggugat dan

anak-anak 

4.2. Tergugat  sudah tidak  memberi  nafkah batin  kepada Penggugat

sejak bulan Januari tahun 2020 sampai sekarang. 

5. Bahwa puncaknya permasalahan dan pertengkaran antara Penggugat

dan  Tergugat  terjadi  kurang  lebih  pada  bulan  Januari  tahun  2020  yaitu

Tergugat  pergi  dan  meninggalkan  Penggugat  tanpa  pamit  dan  Tergugat

 sudah tidak bertanggung jawab kepada Penggugat, sehingga Penggugat

pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang bertempat tinggal di

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Dadapan RT. 003 RW. 006. Desa Sukoharjp, Kecamatan xxxxxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxxx, Dan Tergugat masih tinggal di orang tua Tergugat yang

beralamat  di  atas  sampai  sekarang  kurang  lebih  4  (empat)  tahun  11

(sebelas) bulan. 

6. Bahwa orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sudah ada  yang

berupaya untuk menasehati antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak

berhasil 

7. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat

sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat. 

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat

dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk

membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di  atas Tergugat telah melanggar

sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.

PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.

116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku 

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat. 

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa  pada  persidangan  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  telah

datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan

(relaas)  Nomor 1487/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal  26  November  2024 dan

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor  1487/Pdt.G/2024/PA.Wng  tertanggal  04  Desember  2024  yang

dibacakan di  persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut,

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

oleh suatu alasan yang sah; 

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  Penggugat

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil  gugatannya,  Penggugat  dalam

persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi  Katu  Tanda  Penduduk  Atas  Nama  Penggugat  NIK

3312054909870002,  yang  dikeluarkan  oleh  Disdukcapil  xxxxxxxxx

xxxxxxxx  tertanggal 22 Maret 2016, yang telah dinazegelen dan telah

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

1. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  234/62/VI/2008,  yang

dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi

xxxx xxxxxx tertanggal 19 September 2008, yang telah dinazegelen dan

telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WONOGIRI,

JAWA TENGAH, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah sebagai adik kandung Penggugat; 

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami

isteri yang menikah tahun 2008 yang lalu; 

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2024/PA.Wng
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa  setelahmenikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal di rumah orang tua Tergugat ; 

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah  dikaruniai  2  (dua)  orang

anak sekarang lukt dengan Penggugat; 

- Bahwa  kehidupanrumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga

mereka  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan

danpertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa  perselisihandan  pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat

terjadi sejak bulan Oktober 2019; ;

- Bahwa  Sepengetahuan  saksi  penyebab  perselisihan  dan

pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat  karena.masalah  ekonomi,

Tergugat. tidak mmeberi nafkah Penggugat dan ke dua anaknya; 

- Bahwa  saksi  mengetahuikarena  saksi  melihat  sendiri  tentang

persitiwa  perselisihandan  pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat

tersebut saat mereka sedang dirumah orang tua Penggugat; 

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 (dua)

kali; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak

bulan  Januari  2020  sampai  sekarang  sudahberjalan  4  (empat)

tahun lebih; 

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat,

Tergugat pergi tanpa pamit Penggugat akhirnya Penggugat pulang

ke rumah orang tuanya sendiri; 

- Bahwa  selama  berpisah  Penggugat  dan  Tergugat  Sudah  tidak

pernah lagi berkomunikasi sudah saling membiarkan; 

- Bahwa  pernah  diusahakan  oleh  pihak  keluarga  Penggugat,

namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi; 

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan

Tergugat;  

2. SAKSI  2,  umur  37  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,

pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx xxx

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

xx  xxx,  xxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxxx,  xxxx  xxxxxx,

setelah  mengangkat  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah sebagai adik kandung Penggugat; 

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami

isteri yang menikah tahun 2008 yang lalu; 

- Bahwa  setelahmenikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal di rumah orang tua Tergugat ; 

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah  dikaruniai  2  (dua)  orang

anak sekarang lukt dengan Penggugat; 

- Bahwa  kehidupanrumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga

mereka  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan

danpertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa  perselisihandan  pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat

terjadi sejak bulan Oktober 2019; ;

- Bahwa  Sepengetahuan  saksi  penyebab  perselisihan  dan

pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat  karena.masalah  ekonomi,

Tergugat. tidak mmeberi nafkah Penggugat dan ke dua anaknya; 

- Bahwa  saksi  mengetahuikarena  saksi  melihat  sendiri  tentang

persitiwa  perselisihandan  pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat

tersebut saat mereka sedang dirumah orang tua Penggugat; 

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 (dua)

kali; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak

bulan  Januari  2020  sampai  sekarang  sudahberjalan  4  (empat)

tahun lebih; 

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat,

Tergugat pergi tanpa pamit Penggugat akhirnya Penggugat pulang

ke rumah orang tuanya sendiri; 

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2024/PA.Wng
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- Bahwa  selama  berpisah  Penggugat  dan  Tergugat  Sudah  tidak

pernah lagi berkomunikasi sudah saling membiarkan; 

- Bahwa  pernah  diusahakan  oleh  pihak  keluarga  Penggugat,

namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi; 

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan

Tergugat;  

Bahwa  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana diuraikan diatas;

Kompetensi Pengadilan Agama Wonogiri

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon  mendalilkan orang yang

tercatat sebagai penduduk Kabupaten Wonogiri maka sesuai dengan ketentuan

pasal 49 ayat (1) dan  pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor  7 Tahun 1989

yang telah  diubah dan ditambah dengan  Undang-undang Nomor   3  Tahun

2006 terakhir dengan Undang-undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan

Agama, perkara ini merupakan wewenang relatif Pengadilan Agama  Wonogiri;

Menimbang,  bahwa  dalam  permohonannya,  Pemohon  mendalilkan

telah  menikah  dengan  Termohon  pada  tanggal  19  Juni  2008  dan  ikatan

perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini,

dengan  demikian  Pemohon  mempunyai  legal  standing  untuk  mengajukan

perkara cerai gugat ini;

Surat Kuasa Hukum Penggugat

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  perkara  ini memberi  kuasa

kepada Ahmad Anshori,  S.H.  dan Rekan. Advokat/  Penasehat  Hukum pada

Kantor Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jl Masjid Dukuh, Sidorejo

RT 08 RW 05, Desa Gentong, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, bertindak

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal  13 November 2024, oleh karena
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itu terlebih  dahulu  Majelis  Hakim  akan mempertimbangkan keabsahan surat

kuasa  khusus  yang  dibuat  Penggugat  serta  kedudukan  Penerima  Kuasa

sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa  berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR,  Jis.  SEMA

Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari  1971 dan SEMA Nomor 6  Tahun

1994  tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus

memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara

spesifik  kehendak  untuk  berperkara  dengan  menunjuk  perkara  tertentu, di

pengadilan  tertentu  sesuai  kompetensi  relatif  pokok  perkara  dan  harus

mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek

yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi

Kuasa,  syarat  mana  bersifat  komulatif.  Berdasarkan  ketentuan  bahwa  yang

dapat bertindak sebagai kuasa / wakil dari Penggugat / Pemohon dan Tergugat/

Termohon  diantaranya  adalah  advokat  sebagaimana  ketentuan  pasal  32

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat

Menimbang,  bahwa  kuasa  hukum  Penggugat  adalah  advokat  yang

telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita

Acara Penyumpahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga

masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang

telah diperlihatkan di depan persidangan; 

Menimbang, bahwa Surat  Kuasa  Khusus  tanggal 13 November 2024,

ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur

kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai gugat di Pengadilan

Agama Wonogiri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari

materi  kuasa  yang  diberikan  dan  mencantumkan  identitas  para  pihak

berperkara  serta  telah  mencantumkan  tanggal  dan  tanda  tangan  Pemberi

Kuasa,  begitu  juga  Kartu  Tanda  Pengenal  Advokat  masih  berlaku  serta

Penerima  Kuasa  telah  disumpah  oleh  Pengadilan  Tinggi  setempat,   maka

Majelis  Hakim  berpendapat,  bahwa  surat  kuasa  khusus  dimaksud  dapat

dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah

mempunyai  kedudukan  dan  kapasitas  sebagai  subjek  hukum  yang  berhak
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melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam

perkara  a quo;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)

Nomor  1487/Pdt.G/2024/PA.Wng  tertanggal  26  November  2024  dan  Nomor

1487/Pdt.G/2024/PA.Wng  tertanggal  04  Desember  2024  yang  dibacakan  di

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Tergugat  tersebut  disebabkan  oleh  suatu

alasan yang sah; 

Menimbang,  bahwa Tergugat  yang telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

dan gugatan Penggugat  tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal

125 ayat (1) HIR; 

Pokok Perkara 

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  alasan  perceraian  dalam gugatan

Penggugat adalah bahwa sejak Oktober tahun 2019 antara Penggugat dengan

Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan

Tergugat tidak mau tanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anak

dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat sejak bulan

Januari  tahun 2020 sampai  sekarang.  dan sejak Januari  tahun 2020 antara

Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan

kediaman bersama dan yang hingga perkara ini  didaftarkan di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Wonogiri  telah berjalan selama Januari  tahun 2020 lebih

dari 3 (tiga) Tahun; 

Analisis Pembuktian 

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian,  maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alas  an-

alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  163  HIR  jo.  Pasal  1685

KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah

mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan saksi-saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan

materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian

yang  sempurna  dan  mengikat  sesuai  Pasal  165  HIR  juncto  Pasal  1870

KUHPerdata,  dimana  bukti  P.1  membuktikan  bahwa  Penggugat  bertempat

tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama  Wonogiri, maka perkara ini baik

secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama  Wonogiri

sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik

Indonesia  Nomor  7 tahun 1989 yang telah  dirubah dengan Undang-undang

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

tahun 2009, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah

suami isteri yang sah menikah di KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi

xxxx xxxxxx, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing)

untuk mengajukan perkara ini; 

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil

sebagai  saksi  sesuai  Pasal  145 ayat  (1)  HIR dan Pasal  171 dan 172 HIR,

sehingga  membuktikan  bahwa sejak  Oktober  tahun  2019  antara  Penggugat

dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Tergugat  tidak mau tanggung jawab kepada Penggugat  dan anak-anak dan

Tergugat  sudah  tidak  memberi  nafkah  batin  kepada  Penggugat  sejak  bulan

Januari  tahun 2020 sampai  sekarang.  dan sejak Januari  tahun 2020 antara

Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan

kediaman bersama, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Fakta Hukum 

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan

fakta hukum sebagai berikut: 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada

tanggal 19 Juni 2008 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan

KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx;
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 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah

hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang

anak;

 Bahwa sejak Oktober tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering

bertengkar yang disebabkan a. Tergugat  tidak  mau  tanggung  jawab

kepada Penggugat dan anak-anak

 b. Tergugat  sudah tidak  memberi  nafkah batin  kepada Penggugat

sejak bulan Januari tahun 2020 sampai sekarang.;

 Bahwa sejak Januari  tahun 2020,  antara Penggugat  dengan Tergugat

telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama

yang sampai  perkara  ini  didaftarkan di  Kepaniteraan Pengadilan  Agama

Wonogiri  sudah  berjalan  selama  Januari  tahun  2020  lebih  dari  3  (tiga)

Tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, dan sudah ada

upaya damai namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  Majelis

Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  pisahnya  tempat  tinggal  antara

Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama Januari  tahun 2020 lebih

dari 3 (tiga) Tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka

majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan

lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat

dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang,  bahwa  apabila  suatu  rumah  tangga  telah  pecah,

sebagaimana  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat,  maka  terciptanya

mawaddah  dan  rahmah  tidak  dapat  diharapkan  lagi,  sehingga  maksud  dan

tujuan  perkawinan  sebagaimana  maksud  Pasal  1  Undang-undang  Nomor  1

tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka

perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara

Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih
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banyak mendatangkan madharat,  oleh karena itu  Hakim dapat  menjatuhkan

talak  bain  Tergugat  terhadap  Penggugat  sebagaimana  dalam  kitab  al-

Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد وإذا
طلقة القاضى

Artinya:  Apabila  isteri  sudah sangat  tidak  senang terhadap suaminya,  maka

hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.  Pasal  116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum

pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119

ayat  (2)  huruf  (c)  Kompilasi  Hukum Islam di  Indonesia  tahun 1991,  Majelis

Hakim  perlu  menetapkan  jatuh  Talak  Satu  Ba’in  Sughro  Tergugat  kepada

Penggugat;

Biaya Perkara 

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  a  quo  masuk  dalam  bidang

perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat,  peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; 

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
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2. Menjatuhkan talak  satu  ba’in  sughra Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

1. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp 193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu

tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir

1446  Hijriah,  oleh  Ahsan  Dawi,  S.H.,  S.H.I.,  M.S.I. sebagai  Ketua  Majelis,

Akhmad Junaedi, S.Sy. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai

Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dikirim

secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Sasmito, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.
Hakim Anggota Hakim Anggota

ttd ttd

Akhmad Junaedi, S.Sy. Mamfaluthy, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

ttd

Sasmito, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp  30.000,00
2. Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 48.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp             10.000  ,00  
Jumlah : Rp 193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) 
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